SALINAN

WALI KOTA BATAM
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN WALI KOTA BATAM
NOMOR 134 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH BADAN
PERENCANAAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN PEMBANGUNAN

Menimbang :

Mengingat

DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2023
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BATAM,

bahwa sesuai ketentuan Pasal 123 ayat (1) Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata
Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah, dengan berpedoman pada
Peraturan Wali Kota Batam Nomor 82 Tahun 2023 tentang
Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Batam
Tahun 2023, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota
tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah
Badan Perencanaan dan Penelitian Pengembangan
Pembangunan Daerah Kota Batam Tahun 2023;

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten
Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak,
Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten
Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun
2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang
Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan
Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu,
Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten
Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan
Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 105, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

3. Undang-Undang. . .
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Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor S5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022
tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah
Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 67357);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4817);

Peraturan Presiden Nomor 134 Tahun 2022 tentang
Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun
2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 242);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun
2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun
2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian
dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,
serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah;

9. Peraturan. . .



Menetapkan :

10.

11.

12.

B

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun
2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan
Nomenklatur  Perencanaan dan Pembangunan
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 1447), sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Keputusan Menteri
Dalam Negeri Nomor 900.1.1.15.5-1317 Tahun 2023
tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam
Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang
Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi,
Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun
2022 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);

Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun
2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2014 Nomor 6,
Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 18)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kota Batam Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan
atas Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun
2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Lembaran Daerah Kota Batam Thaun 2019
Nomor 7);

Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 7 Tahun 2021
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota
Batam Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran
Daerah Kota Batam Nomor 127);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH BADAN
PERENCANAAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN
PEMBANGUNAN DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2023.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1.
8

Daerah adalah Kota Batam.
Wali Kota adalah Wali Kota Batam.

3. Pemerintah. . .
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Pemerintah Daerah adalah Wali Kota dan Perangkat
Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan
Daerah.

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya
disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen
perencanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah
untuk kurun waktu 1 (satu) tahun.

Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang
selanjutnya disebut RKA-Perangkat Daerah adalah
dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi
rencana pendapatan, rencana belanja program dan
kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan
sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah.

BAB II

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

(1) Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023

merupakan penjabaran Rencana Strategis Perangkat
Daerah, kondisi lingkungan strategis Daerah, dan
hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah Triwulan II
tahun berjalan.

Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan
sistematika sebagai berikut:

a. BABI : PENDAHULUAN

b. BABII : HASIL EVALUASI SAMPAI DENGAN
TRIWULAN II

c. BABII : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
PERANGKAT DAERAH

d. BABIV : PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat
Daerah Tahun 2023 merupakan bagian dari
Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023
sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan
Wali Kota ini.

Pasal 3. ..
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Pasal 3

Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023
menguraikan program, kegiatan, sub kegiatan,
indikator kinerja, target capaian kinerja, dan pagu
indikatif.

Perubahan Rencana Kerja sebagaimana dimaksud

dalam ayat (1) menjadi pedoman Perangkat Daerah
dalam menyusun perubahan RKA Perangkat Daerah.

Perubahan Rencana Kerja sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan
Wali Kota ini dan merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar. .
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batam.

Ditetapkan di Batam
pada tanggal 1 September 2023

WALI KOTA BATAM

dto

MUHAMMAD RUDI

Diundangkan di Batam
pada tanggal 1 September 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA BATAM

dto

JEFRIDIN
BERITA DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2023 NOMOR 1261

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala B’ﬁ%ian Hukum

[ _n!
#; !L‘j‘ J
JOKO SATRIO SASONGKO, SH
Pembina

NIP. 19830102 200903 1 001
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JOKO SATRIO SASONGKO, SH
Pembina
NIP. 19830102 200903 1 001


b.

Perubahan Renja Bapelitbangda |

Perubahan Rencana Kerja Bapelitbangda Tahun 2023 menjadi pedoman
Bapelitbangda dalam menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA)
Bapelitbangda Tahun 2024 .

5.3 Rencana Tindak Lanjut

Rencana tindak lanjut Bapelitbangda dalam peningkatan kualitas

pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bapelitbangda adalah sebagai berikut:

a.

Meningkatkan efektifitas penggunaan aplikasi perencanaan, seperti
Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Kemendagri, Sistem
Evaluasi Perencanaan Pembangunan (SEPP) dan Sistem Monitoring,
Evaluasi Perencanaan dan Kinerja Pembangunan (Semenanjung) Kota
Batam;

Peningkatan kapasitas SDM aparatur perencanaan dan penelitian;
Meningkatkatkan koordinasi antar organisasi perangkat daerah,
Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat terkait perencanaan
pembangunan;

Meningkatkan peran serta masyarakat dalam proses perencanaan; dan
Menetapkan dokumen perencanaan tepat waktu sesuai ketentuan

peraturan perundang-undangan.

WALI KOTA BATAM
dto

MUHAMMAD RUDI

Bapelitbagda Kota Batam | 50
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